DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPRRI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)

Tahun Sidang . 2016 - 2017.

Masa Persidangan ke - | (Satu).

Sifat Rapat . Terbuka.

Jenis Rapat . Rapat Kerja.

Dengan . Kemendikbud RI.

Hari/Tanggal . Kamis, 1 September 2016.

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai.

Tempat . Ruang Rapat Komisi X DPR RI.

Pimpinan Rapat . Teuku Riefky Harsya, M.T/Ketua Komisi X DPR RI.

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi
X DPR RI.

Acara : 1. Pembahasan RKA K/L TA 2017;

2. Pembahasan usulan program-program yang
akan didanai oleh DAK; dan

3. Lain-lain
Hadir . 38 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah . Mendikbud beserta jajarannya.

PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.30 WIB oleh Teuku Riefky
Harsya, M.T/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana
ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI
tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari
Mendikbud Rl serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN.
A. RKA K/L TA 2017
1. Sesuai surat Menkeu Nomor: S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016
Kemendikbud RI menyampaikan usulan pagu anggaran (sementara)
RAPBN TA 2017 sebesar Rp 39.823.127.018.000,- (tiga puluh sembilan
triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta
delapan belas ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:



UNIT UTAMA Program Pagu Anggaran

RAPBN TA 2017

SEKRETARIAT JENDERAL Program dukungan 1.849.595.403.000

manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis

lainnya
INSPEKTORAT JENDERAL Pengawasan dan 194.197.187.000
peningkatan akuntabilitas
aparatur
DITJEN DIKDASMEN Program pendidikan dasar 22.673.495.266.000
dan menengah
DITJEN PAUD DAN DIKMAS | Program paud dan dikmas 1.853.571.781.000
BALITBANG Program penelitian dan 1.074.443.458.000
pengembangan
BADAN PENGEMBANGAN Program pengembangan 403.437.274.000
DAN PEMBINAAN BAHASA dan pembinaan bahasa dan
sastra
DITJEN KEBUDAYAAN Program pelestarian budaya 1.877.057. 813.000
DITJEN GURU DAN TENAGA | Program guru dan tenaga 9.897.328.836.000
KEPENDIDIKAN kependidikan

Total | 39.823.127.018.000

2. Terhadap usulan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada
A.1, Komisi X DPR RI belum menyetujui karena masih memerlukan
pendalaman lebih lanjut. Untuk itu, Komisi X DPR Rl mendesak
Kemendikbud RI antara lain:

a.

Program KIP: usulan penentuan sasaran, jumlah, dan anggaran harus
berbasis realisasi pelaksanaan KIP satu tahun terakhir agar tepat
sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Program akses dan mutu: alokasi program dan anggaran untuk akses
dan mutu harus berbasis data pokok pendidikan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Guru: Mendorong peningkatan kualitas guru secara berjenjang dan
berkelanjutan.

Kebudayaan: mendorong peningkatan kualitas museum, pelindungan
cagar budaya-kearifan lokal-dan buku cerita lokal.

Ujian Nasional : kebijakan pelaksanaan UN tetap mengedepankan
indeks integritas dan memperhatikan kemampuan masing-masing
kabupaten/kota sehingga UN dapat dilaksanakan berbasis komputer,
atau UN berbasis kertas, atau UN berbasis cetak pindai.

Gizi Anak Sekolah: Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2013,
Kemendikbud RI perlu hadir untuk memperbaiki gizi anak sekolah.



3. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melakukan
pendalaman dalam bentuk RDP dengan Pejabat Eselon | pada hari Jumat
s.d. Sabtu tgl. 2 s.d. 3 September 2016.

4. Komisi X DPR RI dan Mendikbud Rl sepakat akan mengadakan Raker
kembali yang direncanakan antara tanggal 22 s.d. 29 September 2016
dengan agenda antara lain: (i) pendalaman jawaban tertulis (poin A.2),
dan (ii) penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran
DPR RI.

B. Program yang akan didanai oleh DAK

1. Kemendikbud RI menyampaikan usulan program yang akan didanai oleh
DAK pada RAPBN TA 2017 sebesar Rp 116,980 T yang terdiri atas:
a. DAK Fisik Rp 8,100T
b. DAK Non Fisik Rp 108,880 T

2. Terhadap usulan program yang akan didanai oleh DAK sebagaimana
dimaksud pada poin B.1, Komisi X DPR Rl meminta Pemerintah untuk
mengevaluasi pelaksanaan DAK berbasis usulan dari daerah.

C. Tunjangan Profesi Guru
Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan data guru
baik yang sudah maupun yang belum tersertifikasi, alokasi anggaran dan
realisasi tunjangan profesi guru menurut masing-masing kabupaten/kota.

Ill. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 22.35 WIB

MENTERI PENDIDIKAN DAN KETUA RAPAT,
KEBUDAYAAN RI

MUHADJIR EFFENDY TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T



